
BUPATI CTANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 51 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

coRoNA vrRus D/SEASE 2019 (COVTD-l9)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor
6 Tahun 2O2A tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Teknis PenSrusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2Ol9 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Vints Disease 2O19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851i;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62361;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara
Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah
Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adapatasi
Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian
Coronauirus Disease 2O19 (Covid-l9) di Wilayah Provinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2O2O
Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2OI9
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2Ol9 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2O2O Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara
Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2Ol9 (Covid- 19) Dalam Rangka Persiapan
Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2A2O Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA YRUS
DISEASB 2 O 1 9 (COVTD- 1 9).

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
nenwelen s<.e,r+ Arl l rn rse n nernerintahan vA ns rneniari i kerren a nsan T)aerah

3.

4.

5.

6.

7.
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D. Gugus Ttrgas Percepatan Penanganan Coronauirus Disease 2019 (Covid-19)
Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut Gugus Ttrgas adalah Gugus
T\rgas Percepatan Penanganan Coronauirus Disease 2019 (Covid-19)
Kabupaten Cianjur yang dibentuk oleh Bupati.
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi Coronauirus Disease 2019 (Couid-l9) sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran Coronauirus Dfsease 2019 (Covid- 19).

Coronauirus Disea.se 2Arc yang selarljutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronauirus yang baru
ciitemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya
tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember
207q.

Ada-ptasi Kebiasaan Baru yang selanjr.tnya disingkat AKB adalah
upaya percepatan penanganan Covid- 19 yang mendukung
keberlangsungan perekonornian rnasyarakat yang rnensinerglkar.
aspek kesekratan, sosial, dan ekonomi.

Level Kewaspa-da-an Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat
transmisi Covid-l9 di daeratr dalarn waktrr tertentu, yang terdiri
dari: level 1 (rendah) dengan zonasi warna hijau, level 2 (Moderat)
dengan zonasi warna kuning, 1eveI 3 (Cukup Berat) dengan zonasi
warrra orange dan level 4 (Berat) dengan zonasi warna mera_h.

Tertib Kesehatan adaiah rneiakt-kan sernlla ketentuan yang
ditetapkan untuk mewujudkan keadaan seha-t, baik secara fisik,
mental, spiritual rnaupun sosial yang rnernungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonornis.
Sanksi Adrninistratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap
pelangga-ran adrninistrasi atam ketentuan peratllrarr yang bersifat
adrninistratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

i2. Moda Transportasi adalah jenis atam bentr.k angkutan yang
digunakan untuk rnernindahkan orang dan atau barang dari
satu ternpat keternpat lain.
Ma.sker adalah kain penutup rnulut dan hidung yang rnenutup
rnulutnya bertali ke telinga.
Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk
kepentingan rnasyarakat, antara lain mernbersihkan sarana
fasilitas nrnlrrn, rnernberikan sumbangan kepada. rnasyarakat
yang kurang marnpu, dan kegiatan lainnya" yang berrnanfaat
untuk masyarakat.
Surat Ketetapan Denda Adrninistratif PSBB/AKB yarrg
selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB a-da.lah keputt.san yang
rnenentukan besarnya nilai denda adrninistratif yang wajib
dibayarkan oleh setiap orang, pelaku rlsaha-, badan usaha, baik
berbentuk badan hukurn manpun bukan badan trukurn, pemilik
kendaraan rnobil penurnpang dan pemilik sepeda rnotor atas
pelanggaran selarna pernberlakuan pelaksanaan PSBB/ AKB,
yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
Ma.sker adalah kain penutup rmrlut dan hidung yarrg rnenutup
rnulutnya bertali ke telinga.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

i5.

L6.

t7.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Rrrang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pelaksanaan;
b. sanksi;
c. monitoring cian evaiuasi;
d. sosialisasi dan partisipasi masyarakat; dan
e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatrr
Orang Perorangan

Pasal 3
Jenis pelanggaran orang perorangan selarna PSBB da-n AKB,
rneliputi:
a. tidak rnenggunakan rnasker secara benar di ruang publik;
b. tidak rnencr.lci tangan dengan sabun dan air mengalir atau

pencuci tangan berbasis alkohol;
c. tidak rnelaksanakan perilaku hidup bersitr dan sehat;
d. tidak rnenjaga jarak secara fisik amtar orang rninirnal 1 (sa.tu)

rneter ketika berada ruang publik;
e. pengemudi dan/atau penurnpang kendaraan llnourn pribadi

a.ta-u dinas yang tidak rrrenggunakan rna.sker;
f. pengernudi dan/atau penLrrnpang sepeda rnotor yang tidak

menggunakan rnasker;
g. tidak rnernenuhi ketenfi.ran rnengenai jurnlah penu.mpang di

dalarn kendaraan agar sesuai ketentrran menjaga jarak secara
fisik rnaksirnal setengah dari kapasitas kendaraan; dan

h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengga.nggu,
mengharnbat, rnenggagalkan upaya Pernerintatr Daerah da"n
rnasyarakat urrtuk rnencegal- dan m.enangani penyeba"ran dan
penularan Covid-lg.

Bagian Kedrra
Pemilik, Pengelola darr/ atan-l Penanggungjawab Kegi.atan Usaha

Pasal 4

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau perranggungiawab
kegiata"n/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:
a. mengijinkan orang yang tidak firenggtrnakan rna-sker rnasuk ke

ternpat kegiatan / usahanya;
b. tidak mewajibkan pegawai/kar5rawan menggunakan rnasker di

ternpat kegiatan / u sahanya ;
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c. tidak rrrenyediakan sarana
rnenggunakan sabun dan

untuk rnenct.lci tangan dengan
air mengalir atau pencuci tangan

ob'

h.

berbasis alkohol;
d. tidak menyediakan alat pengrrkur sr-rhu tubuh (thertno gun);
e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara lisik antar orang

minimal 1 (satu) rneter ketika berada ditempat kegiatan/usahanya;
f. rnelaksanakan kegiatan yang rnenyebabkan kerurnunan di

ruangan/ternpat usaha/ kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai
1evel kewaspadaan da.erah;
rnelebihi batasan rnaksirnal jurnlah orang dalam sarana moda
transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;

rnelakukan pelanggaran terhadap pernbatasan kegiatan yang
telah ditetapkan;

i. rneiaicukan kegiatan keagarnaan ciirurnah i ternpat ibaciair
dan / atam di ternpat tertentu tanpa melaksanakan protokol
kesehatan dalam pencegahan perryebaran Covid-19;

j. melanggar larangan kerurnr.lnan orang dalarn jurnlah besar; dan
k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu,

mengharnba"t, rnenggagaikan upaya Pernerintah Da"erah cian
masyarakat untuk rrrencegah dan rnenangani penyebaran dan
penularan Covid- 19,

BAB TV

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasai 5

Jenis sanksi adrninistratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB,
melipr,rti:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. jaminan kartu indentitas;
d. kerja sosial;
e. penyerahan rnasker kain;
f. dendaadrninistratif;
g. m.engurnumkan secara terbuka;
h. pengtrentian sementara kegia-tan;

i. penghentian tetap kegiatan;
j . pernbeku an izin usaha atam rekornendasi pernbeku an:- izitt usatra;
k. pencabutan sernentara tzin usaha atau rekornendasi

pencabutan sernentara izin usatra;
1. pencabutan izin usaha atau rekornendasi penca.butant tzin

usaha; dan
rn- sanksi adrninistratif lainnva yang ditetapkan oleh Bupati.
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Bagian Kedua

Mekanisme Penerapan Sanksi

Pasal 6

(1) Penerapan sanksi adrninistratif diselenggarakan dengan
memperhatikan:

a-. perlindungan kesehatan ma-sya"raka"t;

b. sesuai dengan peraturan pemndang-undangan dan asa"s-
asas rlrnllrrr pernerintahan yang baik;

c. nondiskrirnina.tif;
d. kesepadanan antara jenis pelanggararr dengan jenis sanksi

yang diterapkan; dan
e. ditujukan bagr kepentingan pencegahan penyebaran dan

penularan Covid- 19.

(2) Penerapan sanksi adrninistratif dilakukan dengan cara:
a.. Berta}.ap, yaitu:

1. sanksi ringan, terdiri a-ta.s:

- teguran lisa-n;
- teguran tertulis dan/atam kerja sosial.

2. sanksi sedang, terdiri a,ta"s:

- jarninan kartu identitas;
- kerja sosial danf atau penyerahan rnasker kain;
- pengunanrna:: secara terbuka- darr / atau denda

adrninistrasi.
3. sanksi berat, terdiri a"ta,s:

- denda" a"drninistratif;
- kerja sosial dan penyerahan rnasker kain;
- penghentian sernentara kegiata"n;

- penghentian tetap kegia.ta.n;

- pernbekuan izin usatra atau rekomenda-si pernbekuan
izin usaha;

- penca"butan sernentara izin usatra atau rekornendasi
pencabutan sernentara izin usaha; dan

- pencabutan izin usaha atam rekomenda.si pencabutan
izin usaha.

b. tal.apan penerapan sanksi didatrului dengan sanksi ringan;
c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan

penerapan sanksi sedang; dan
d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka- diterapkan sanksi

berikutnya yang lebih berat.
(3) Penerapan sanksi adrninistratif dilakukan oleh pejabat yang

berwenang rnenerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundan g- rln dangan.
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(4)

(s)

(6)

Rentang waktu penerapan sanksi adrninistratif bera.t paf ing
lama 14 (ernpat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
Penerapan sanksi adrninistratif berat dilakukan apa-bila.
pelanggar rnelakrrkan 3 {tiga] kali pelanggaran.
Teknis penerapan sanksi adrninistratif dapat dilakr. kan
rnelalui sistern aplikasi.

{71 Dalarn hal penerapan sanksi adrninistratif tertentu, dapat
didarnpingi oleh Grrgus Tugas dan Perangkat Daerah terkait di
Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberian Sanksi

Pasal 7
Bupati menerapkan sanksi adminiatratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 8

Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi adrninistratif
terhadap setiap pelanggaran, kepada Satuan Polisi Pamong Praja,
untrrk pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB dan
AKB.

Pasal 9

Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang
berwenang.

Keputusan pejabat yang benxrenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

Bagian Keempat

Kegiatan Di Ruang Publik
Pasal 1O

(1) Setiap orang yang tidak rrrenggunakan rnasker dan/atau rnenjaga
:arak di ruang publik selarna pernberlakuan pelaksanaan
PSBB/AKB dikenakan sanksi adrninistratif, dalarn bentuk:
a. sanksi ringan, berupa.:

1. tegura.n lisa-n;
2. kerja sosia.l da"n/a"tam teguran tertulis dan/ ata:.t

denda penyeratran rna"sker kain pa"ling banya_k 5
(lirna.) buah.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jarninan kartu identita-s;
2. kerja sosial dan/atau denda penyeral.an rnasker kain

paling banyak 5 (lirna") bua}-;
3. pengllrrmrrran secara terbuka.

c. sanksi berat, dalam bentr.rk denda adrninistratif paling besar
Rp 1OO.OOO,- (seratus ribu rupiahr dan/arau denda
penyera}-an rnasker kain paling sedikit 5 (1irna) br-aJ..

(1)

{2)
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l2l Ruang publik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sekolah darr / atau institusi pendidikandan pendidikan lainnya;
b. ternpat usa.tra. rneliputi:

1- ternpa.t kerja. lkantor;
2 . d aya- tarik rvisa.ta-/ kanva"san'rvisa.ta, /'wisa-ta" tirta, / sp a;
3. hotel/ rnotel / penginapan / gtest hozs e/ resort;

4. restoran /kate/rumah makan/usal.a sejenis;

5. ternpat penyelenggaraan kegiatan hlburan/
penyelenggaraan perternu an / perja"lanan insentif/
konferensi/ pa:rneran;

6. pabrlk/industri;
7. rnall/pasar rnodern/supermarket/minimarket/pertokoan/

usaha sejenis;

8. pasar tradisional;
9. pekerjaan konstruksi; dan

10. usaha- la"inrrya-.

c. rumah/ternpat iba.da,h;
d. ternpat kegiatan sosial dan budaya;
e. sta-siun, terrninal dan pela-bukran;
f. fasilita"s pelaya-nan kesehatan;
g. area publik, ternpa-t lainnya. yang da_pa.t

merrr"u.rrgkinkan kerrrnunan rrra-sa-;

h. pedagang ka.ki lirna/Lapak jqjana.n;
i. rnoda transportasi, rneliputi:

1. moda transportasi urnurn;
2. mobil prlbadi/ dinas; dan
3. sepeda rnotor.

t3) Pengenaan sanksi adrninistratif seb=gairnana dirnaksud pada
aya"t ( 1), beraktrir setelah pelanggar rnernenuhi ketentuan
protokol kesehatan yang dila-nggar.

Bagian Kelima
Kegiatan Di Sekolah Dan/Ata"u Institusi Pendidikan Dan

Pendidikan Lainnya
Pasal 11

(1) Pemilik, pengelola dan /atau penanggungiawab sekolah dan/atau
institusi pendidikan dan pendidikan yang rnelanggar
penghentian sernentara kegiatan di sekola.h dan/atau institusi
pendidikan dan pendidikan lainnya selarna pernberlakuan
pelaksanaan PSBB / AKB, dikenakan sanksi adrninistratif berr.pa,:
a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. tegura-n lisan;
2. teguran tertulis dan/atau kerja sosiaL.
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b. sanksi sedang, terdiri ata,s:

1. jarninan kartu identitas pernilik/pengelola/penanggung
jawab; atan.

2. keqa sosial dan/atam penyerahan rnasker kain paling
banyak 20 (dua puluh) buah.

c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda adrninistratif paling besar Rp 15O.OOO,- (seratus

lirna puluh ribu rrlpiah); dan/atam denda penyeral.an
rnasker kain paling sedikit 20 (dua pulul.) buatr;

2. penghentian sernentara kegiatan.
{21 Pengenaan sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pa"da

ayat ( 1), berakhir setelah pelanggar rnernenukri ketentrran
protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenarn
Kegiatan Usaha

Pasal 12

Kegiatan usaha rneliputi:
a-- ternpat kerja/ kantor;
b. daya tarik wisata/kawasan wisata tirta/ spa;
c. hotel/rnotel/penginapanlguest house/resort;
d. restoran / kafe / rurnah rnakan /usaha sejenis;
e. ternpat penyelenggaraan kegiatan hiburan / penyerenggaraa-rr

pertemu an / perjalanan insentifl konferensi/ parneran;
f. pabrik/ industri;
g. mall/ pasar rnod ern f supermarket / rninirr:rarket/ pertokoan/usar.a

sejenis;
h. pasar tradisional;
i. usaha lainnya.

Pasal 13
(1) Daram hal pemilik, pengelola dant/ atant penanggungiawab

kegiatan usaha sebagairnana dirnaksud pada pasal 12
tidak rnelaksanakan protokol kesehatan dalarn pencegahan
penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi a.drninistra"tif.

(21 Sanksi adrninistratif terhadap pemilik, pengelola dan/atam
penanggungiawab kegiatan usakra" sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) berupa:
a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan;
2. tegarant tertulis dan/ ataw kerja sosial dan/atau denda

penyerahan rnasker kain paling banyak 20 (dua puluh)
buah.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jarninan kartu identitas pernilik/pengelolaf penanggung

jawab kegiatan r.saha;
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2. kery'a sosial dan/atau keq'a sosial dan/atan. denda
penyerahan rnasker kain paling banyak 20 (dua puluh)
bual.;

3. perrgumurrran secara terbuka.
c. sansi berat, terdiri atas:

1. denda administratif paling besar Rp 3OO.OOO,- (tiga ratus
ribu rupiah) dan/ atau denda penyeraha-n rrrasker ka"in
pa.ling sedikit 30 (tiga puluh) bual.;

2. penghentian sernentara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pernbekuan izin usa}.a atam rekornendasi pernbekuan izin

usatra;
5. pencabutan sernengtara izrn usaha atau rekorrrendasi

pencabutan sernentara izin usaha; danIatam
6. pencabutan izin usaha atanr rekornendasi pencabr.tan izin

usatra.
(3) Pengenaan sanksi a-drninistra"tif sebagairnana dirnaksud

pada a.ya-t (2), berakhir setelah pelanggar rrrernenuhi
ketentuan protokol kesehatan yarrg dilanggar.

Pasal 14
(1) Dalarn hal pernilik, pengelola, dan/a-tam penanggungiawab

usa"ha sebaga-irnana dirnaksud pa"da aya"t (1) rnelakukan
kegiatan yang tidak dikecualikan atau rnelanggar pengkrentian
sernentara selarna pernberlakuan pelaksana-an PSBB/AKB,
dikenakan sanksi a-drninistra-tif berrpa :

a"- sa"nsi ringa-n, terdiri a.ta-s:

1. teguran lisa.n;
2. tegura.n tertulis dan/ atant I{erja. sosia-l da-rtl atant

denda- penyertran rnasker ka.in paling ba"nyak 25 (dua.
puh;h lirna.) bua"h.

b. sanksi sedang, terdiri ata"s:

1. jarninan kartu identitas pernilik/pengelola/penanggung
jawab kegiatan usaha;

2. kerja sosial dan/atau denda penyerahan rnasker kain paling
banyak 25 (dua puluh lirna) buah;

3. pengumurnan secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda adrninistratif, paling besar Rp 4OO.OOO,- (ernpa-t
ratrrs ribu rr.piah) dan/ atant denda" penyerahan rnasker
kain paling sedikit 25 (dua- puluh lirna.) buatr;

2. penghentian sernentara kegia.tan;
3. penghentian tetap kegia.tan;
4. pernbekuan izitt usa-ha a,ta.u rekornenda-si pernbekuan

izin usal.a-;
5. pencabutan sernentara idn usal.a atau rekornendasi

pencabutan sernentara izin usa}.a: dan / atant
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6. pencabutan izir. usaha atau rekornerrdasi pencabutan
izin usaha".

\21 Pengenaan sanksi adrninistratif sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), berakhir setelah pelanggar mernenr-rhi ketentuan protokol
kesehatan yang dilanggar.

Pasal 15

(1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/ atant penanggungjawab
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian
sernentara selarna pernberlakua.n pelaksanaan PSBB/AI(B, tidak
rnelaksanakan kewajiban pernbatasan kegiatan yang diatur oleh
Pemerintah Da"erah serta penerapan protokol kesehatan dalarn
pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi adrninistrasi
berr-pa:
a. sanksi ringan, terdiri ata,s:

1. tegura-n lisan;
2. teguran tertr.rlis dan/atam kerja, sosial dan atam denda

penyerhan rna-sker kain paling banya.k 30 (tiga"
puluhi bual..

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jarninan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung

jawab kegiatan usaha;
2. kerja sosial dan/atam denda penyerhan rnasker kain

paling banyak 30 (tiga. pulurkr) bua.kr;
3. pengLtrnulrran secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda denda adrninistrati{ paling besar Rp 5OO.OOO,-

(lirna ratus ribu rupiah) dan/ atant denda penyera"tran
rnasker kain paling sedikit 50 (lirrra" puluh) br-ra.tr;

2. penghentian sernentara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pernbekuart izin usaha atam rekornenda-si pernbekuan izin

usaha;
5. pencabutan sernentara izir: usaha a-tau rekomendasi

pencabutan sernentara izin usaha; dan/atant
6. pencaburtan izin usaha a.tam rekomendasi pencabutan izin

usa,ha.
(2) Pengerraan sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pada ayat

(1), beraktrir setelah pelanggar mernenurhi ketentuan protokol
kesehatan yang dilanggar.
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Bagian Ketujuh
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang rnelanggar larangan rnelakukan kegiatan keagarnaan
di rlurnah, / ternpat ibada}. dan / atam di ternpa-t tertentu selarna
pernberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi a"drninistratif berrpa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertuiis.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 17

(1) Setiap orang, pengelola, penyelenggara, penananggungjawab acara yang
rnelaksanakan kegiatan sosial dan/ atant br.rdaya- yang
rnenyebabkan kerrrnurrarl di ruangan/ternpat usal.a/kegiatan
yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah,
dikenakan sanksi adrninistratif bempa:
a. sanksi ringan, terdiri ata-s:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis dan f atau kerja sosial dan/ atau denda
penyerhan rnasker kain paling banyak 5 (lirna.) buah.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jarninan kartu identitas pernilik/pengelola/penanggung

jawab kegiatan usaha;
2. kerja sosial dan/ atam denda penyerkran rnasker ka-in

paling ba.nyak 5 (lirna") bua}. ;

3. pengurnurnarr secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda adrninistratif paling besar Rp 5OO.OOO,- (Iima ratus
ribu rupiah) dan/ atant denda penyerakran rrrasker ka-in
paling sedikit 50 (lirna puluh) trua.tr;

2. penghentian sernentara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izkt usaha atan. rekornendasi pembekuan izin

usaha,;
5. pencabutan sementara izin usa.ha ata.u rekornendasi

pencabutan sernentara izin usatra; dan/ atant
6. pencabutan izkr usaha atam rekornenda-si pencabutan

izin usaha.
l2l Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ssbagairnana

dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi adrninistratif sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), berakhir setelah pelanggar mernenul. i ketentuan protokol
kesehatan yang dilanggar.
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Bagian Kesernbilan
Pergerakan Orang Dengan Moda Transfortasi

Paragraf Kesatu
Moda Transfortasi

Pasal 18

(1) Setiap pengernudi moda transportasi lurrum yang rnelanggar
pembatasan jurnlah rnaksirnal orang pa.da. sarana rnoda
transportasi sebagaimana diatur dalarn ketentr-r.an peratrlran
perrndang-undangan, tidak diperbolehkan melar{utkan
perjalanan dan dikerrakan sanksi dalam bentrrk:
a. sanksi ringan, terdiri ata.s:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis dan/atant kerja sosial dan/ atau denda

perryera"Lran rnasker kain paling banyak 5 (lirna.)
buatr.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jarninan kartu identitas; atam
2. kerja sosial dan/ atam denda penyera-ha"n rnasker kain

paling banyak 5 (lirna.) bual.-
c. sanksi berat, dalarn bentuk denda adrninistratif, paling besar

Rp 15O.OOO,- (seratus lima puluh ribu rrpiah) dan/ atant
denda" penyeratran rrra.sker ka"in paling sedikit 20 (dura
puluh) buatr.

(2) Setiap pengemudi d,an/ atant penurnpang moda transportasi
rlm.rlrn yang tidak merrggunakan masker, baik pada saat
perjalanan rnallpun saat berada di simpul transportasi, tidak
diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan
sanksi dalam bentuk:

a.. sanksi ringan, terdiri ata.s:
1. teguran lisan;

2. teguran tertulis dan/ atant kerja sosial dan/ atau derrda
penyeratra.n rnasker kain paling banyak S (lirna)
buah.

b. sanksi sedang, terdiri ata-s:

1. jarninan kartu identita-s;
2. kerja sosiai danf atau keda sosial dan/atau dencia

perryera-ha-n rna-sker kain pa"ling ba_nyak 5 (lirna-)
bua-h.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda adrninistratif, paling besar
Rp 15O.OOO,- (serattrs lima puh;tr ribu rupia}.) dan/atau
denda- penyera"l.an rrra-sker kain paling sedikit 2O (dua
pulutr) buatr.

(3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan
melanggar ketentuanrnoda transportasi urnrrrn yang

pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan
bentuk:

sanksi adrninistratif dalam
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a. sal.ksi ringan, terdiri atas:
1. teguran lisan;

2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda
perryerahan rna.sker kain paling banya_k 5 (lirna-)
bua-tr.

b. sanksi sedang, terdiri ata"s:

1. penjaminan kartu identitas pengelola simpr.rl transportasi;
2. kerja sosial danf ata,u kerja sosial dan/atam denda

perryerahan rna-sker kain paling ba.nyak 20 (dua
puluh) bua}..

3. perrgurnllm.an secara terbuka.
c. sanksi bera-t, terdiri atas:

1. denda adrninistrati{ paling besar Rp 5OO.OOO,- (lirna ratus
ribu rupiah) dan/atam denda penyera}-an rrrasker ka.in
paling sedikit 5O (lirna" puhrtr) buatr;

2. penghentian sernentara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pernbekuan izl-n usaha rekomenda-si pernbekuan izin

usal.a;
pencabutan sementara izin usaha atau rekornendasi
pencabutan sernentara izin usal. a; dan/atau
pencabutarr iarr usal.a atam rekomenda.si pencabtrtan
izin usaha.

Pengenaan sanksi adrninistratif sebagairnana dimaksud pada
ayat ( 1) sampai dengan ayat (3)), berakhir setelah pelanggar
rnememrhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2

Mobil Pribadi / Dinas
Pasal 19

Setiap pengemudi mobil pnbadi / dina.s yang melanggar
pembatasan jumlah rnaksirnal orang tidak diperbolehkan
melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalarn bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:

1, tegr'ran lisan;

2. teguran tertulis dart/ atant kerja sosial dan/atam denda.
perryera"ha"n rnasker kain paling banyak 5 (lirna)
buatr.

b. sanksi sedang, terdiri ata-s:

1. penjarninan kartr.r identita.s; atau
2. kerl'a sosial dant/ atau kerja sosial dan/atau denda.

penyera-kran rna"sker kain paling banyak 5 (lirna-)
buatr.

5.

6.

l4l

(1)
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(2t

c. sanksi berat, dalam bentuk denda adrninistrati{ paling besar
Rp 15O.OOO,- (seratus lima puluh ribu rupial-) dan/atau
denda perryera.han rnasker kain pa"ling sedikit 5 (lirna)
buatr.

setiap pengemudi dan/ atam penurnpang mobil pribadi/dinas yang
tidak rnenggunakan ma-sker, tidak diperboletlkan untuk
melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis dan:-/ atant kerja sosial dan/ atau denda.
perryerakran rnasker kain paling banyak 5 (lirna.)
bua-h-

b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jarninan kartu identitas;
2. kerja sosial dan/a-tam kerja sosial dan/a"tau denda_

perryerahan rnasker kain paling tranyak 5 (lirna")
buatr.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda adrninistratif, paling besar
Rp 15O.OOO,- (seratus lima puluh ribr. rupiah) dan/atant
denda penyera-kran rnasker kain paling sedikit s (lirna.)
bua-h.

Pengenaan sanksi adrninistratif sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {2]r, berakhir setelah pelanggar rnernenuhi
ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3

Sepeda Motor
Pasal 20

setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan
pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan
perjalanan dan dikenakan sanksi dalarn bentuk:
a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis dan/ atam kerja sosiaL dan/ atau denda
penyera}.a"n rna.sker kain paling banyak 5 (lirna,)
txrah.

b. sanksi seda-ng, terdiri atas:
l. jarninan kartu identita"s; atan.
2. kerja sosial dan/atam kerja sosial dan/atau denda

penyeratran rnasker kain paling banyak 5 (lirna)
buah.

c. sanksi berat, dalarn bentuk denda adrninistratif, paiing
besar Rp 1OO.OOO,- (seratlrs ribu rupiah) dan/ atant denda
penyeratran rnasker kain paling sedikit 5 (lirna) buatr.

Setiap pengemudi dan/ ata-u penurnpang sepeda rnotor yang tidak
rrlenggunakan masker, tidak diperbolehkan unttrk melanjutkan
perjalanan, dan dikenakan sanksi:

{s)

(1)

(21
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a.. sanksi ringan, terdiri atas:
1. teguran lisan; dan
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri ata.s:

1. jarninan kartu identitas; a"tau
2. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalarn bentuk denda adrninistratif, paling besar
Rp 1OO.OOO,- (seratrrs ribu rupiah) dan/a.tan-r denda
penyeral.an rnasker kain pa-ling sedikit 5 (lirna.) buatr.

(3) Pengenaan" sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksrrd pada ayat
(1) dan ayat (2), beraktrir setelah pelanggar ulernenr-r.hi ketentrran
protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kesepuluh
Denda Administratif

Pasal 21

(1) Denda administratif berupa uang wajib disetorkan ke Kas Daerah.

(2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.

(3) Proses penerapan denda administratif ssbagaimana dirnaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistern elektronik, yang
berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.

(4) Denda administrasi berupa denda penyerahan masker kain diserahkan
langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
yang telah diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 oleh
Bupati untuk diserahkan kembali kepada yang membutuhkan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

PasaL 22
Bupati ffrenlrgaskan Satuan Polisi Parnong Praja dan Pernadarn
Kebakaran serta Gugrrs Turgas untuk rnelakukan rnonitoring dan
evaluasi pelaksanaan Peraturan Elupati ini.

BAB VI
SOSIALIASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23
( 1) Bupati rnenugaskan Gugus Ttrga-s untuk rnelakukan sosialiasi

terkait inforrnasi/ edukasi cara pencegahan dan pengerrdalian
Covid- 19 kepada rna"syatrakat.

(2) Dalarn pelaksanaan sosialisasi sebagairnana dirnaksud pada
ayat(1), rnelibatkan Forurn I(ornr-rnikasi Pirnpinan Daerah dan
partisipasi serta peran serta:
a". rnasyarakat;
b. pernuka agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh adat; dan
e. Llnstlr rrrasyarakat lainnya.
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BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24
Sega1a biaya yang diperlukan untuk rnelaksanakan Peraturan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daera}. , serta- surnber-surnber lain yang sah dan tidak rnengikat
sesuai dengan ketentrran peraturan perrndang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pa.sal 25
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Cianjur Nornor 24 Tahun 2O2O tentang

Besaran dan Sanksi Administrasi Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangkan Percepatan Penanganan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten
Cianjur;

2. Pasal 4 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, Pasai 13 dan Pasal 16 Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian
Coronauirus Disease 2OL9 (Covid-19) Dalam Rangka Persiapan Adaptasi
Kebiasaan Baru;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 September 2O2A
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 September 2O2O

PJ. SEKRETARIS DAERAH,

CECEP 
' 

O"*]'}-

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O2O NOMOR 51
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